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ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknofogi mengakibatkan meninghkatnya
kesadaran masvarakat akan hidup schai, Hal ini mempengeruhi meningkatnys
kebutuhan pelayvapan di bidang kesshotan. Oleh karena itu FT. PLN (Persero)
Cabang  Bukittinggi  diwajibkan  memberikan  pelavanan  keschatan kepada
popawai, pensiunan dan anggot keluarganya. [Demi erwvojudsnya pelavanan
kesehatan itu, PT. PLN {Persera) Cabang Bukittinggi menyediakan Poliklinik
Perusahsan mavpun mengadakan perjanjian dengan rumah sakit.

Dalam penelitian ini permasalahzn vang penulis kemukakan adalsh
pemberian  fasilitas peélayanan kesehatan oleh PT. PLM (Persero) Cabang
Bukitlinggi  kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, mekanisme
perjanjian kepjasama pelavanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Cabang
Bukittinggi dengan Rumah Sakit Islam [bnu Sina Bukiftinggi serma kendala-
kendala dalam pelaksanaan perjanjian terschot dan cara penvelesaiannyva.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan
vuridis sosiologis, dengan menpgumpulkan data primer dan data sekonder dari PT.
PLN (Persero) Cabang bukittinzai dan Rumah Sakit [slam [bnu Sina Bukimingei.

Dhari penubiszn ind dapat disimpulkan fasilitas pelayanan keschatan yang
diberikan oleh I'T, PLWN (Persern) Cabang Bukitingei kepada pegawai, pensiunan
dan anggots keloarganya diatue dalam Surat Keputosan Direks: vang berbeda.
Demi terselengearanva pelavanan keschatan vang optimal FT. PLM (Persero)
Cabang Bukittinggi menpadakan peranjion kenosama dengan Rumah Sakit [slam
Ilbnu  Sina  Bukittinggi. Pedanjian  ini diboat  dalam  perjanjian teriulis
Mo 001 SPAG T/ CBET! 2005, Pelavanan vang wajib diberikan oleh Rumak Saki
Islam [hnu Sina adalah rawat inap, pelavanan obat-obatan dan konscling
kesehaan, Dalam peleksanaan terdepat kendala-kendals sntama lain: terdapatnya
perbedoan kelas rawat inap yang diambil dengan kelas rawat inap vang ditetapkan
dalam perjanjian, terdapatnya keterlambatan pembayaran oleh PT. PLM (Persern)
Cabang Bukittinpgi serta kesglahan penpiriman oleh pihak Rumah Sakit [slam
1bnu Sina.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keherhasilan dan kemajuan ilmo pengetahuan dan feknelogn wlab
meningkatkan kessjahtersan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehal. Hal
ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan di
bidang keschatan. Dengan adanya kebutuhan dan pemeratzan masyarakat
terhadap pelavanan kesehatan tersebut maki pemerintah Republik Indonesia
memandang  perlu  menetapkan  dasar hukum untuk w=aha peningkatan
palayanan di bidang kesehatan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomar
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

ren] 7 Undang-undang tersebut memust wentang tugas pemerintah di
hidane pemelihacaan  keschatan, antara lain  menyebulkanFemerintah
berusaha agar kesempetan untuk pengobotan dan perawatan bagi rakyat
diherikan sccara merata di selursh wilayah Indonesia, denpan biaya vang
seringan-ringannya sempai kepada cuma-cuma”, Uniuk usaha ine diadekan
rumah sakit, poliklinik, pusat-pusat keschatan masyarakat dan lembaga-
lembaga vang bergerak di bidang keschatan, Dalam peraturan perburuhan,
paraturan kepegawaian, peraturan pensiun dan scbapainya, perly sokil-soal
keschatan haik vang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promorif,
pencepahan  penvakil (prevestif), penvembuhan  penyakit (ke dan
pemulihan keschatan rrefobilianif) harus dilaksanakan seearn menyeluruh.

erpadu, dan berkesinambungan, jugs harus dipechatikan agar pegawai



tersehut di atas dilindungi dari hal-hal yang mengpanpeu atau membahayvakan
kesehatan,'

Perthal perlindungan terhadap tepaga Keda vang diatur dalam Undang-
undang Momoer 13 Tahun 2003 dimaksudkzn ontek menjamin hak-hak dasar
pckera  dan menjamin kesamaon  kesempaten sertr perlakuan  tanpa
diskriminasi ams dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan
anggote keluarganya.Demi mewujudkan kesejahteraan tersebut pada Pasal 86
Undang-vndang Nomaor 13 Tahua 2003 dinvatokan:

{1 Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
a. Keselamatan dan kessjahteraan pekena
b, Moral dan kesusilaan
¢. Perlakuzn yvang sesuni dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agzama
{2) Untuk melindungan keselamatan pekerja guna mewujudkan produkiifias
kerja yang optimal disclenggarakan upaye keselamaton dan kesehatan

kerjo.

Lebib lanjut dalam Pasal 7 avat (1) Undang-undang Nomor |3 Tahun
2003 tersebut dinvatakan babwa peresabhaon wajib menerapkan  sistem
manajemen keselamatan dan Xesehatan Kerja vang menerapkan bagien dari
sistem manajemen perusahaan secera kescluruhan yang meliputi struktur

arganisasi, perencanann, pelaksanaan, tanpgeng jawab, prosedue, proses, dan

DS Cansil, Pengantas ek Kpeeferian dadonesis, PT Rincky Cipla, Jukana, 1591,
hul 21



BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Bertitik tolak dar momusan masalah dan hasil pembahasan yang telah

divraikan di alas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ;

1. Pemberian fasilitas pelayanan keschatan oleh PT. PLN (Persern) Cabang
Bukittingg? kepada pegawai, pensiunen dan anggota keluarganys, diatur dalam
Surat Keputusan Direksi yang berbeda, hal ind disebabkan terdapatnya
beberzpa fasililes pelayanan kesehatan yang diberiken kepada pegawai dan
angpota kelusrganya tapi tidak diberikon kepeds pensiunan danm anggoia
keluarsanya, Pemelibaraan kesehatan yang diberikan kepada pegawai dan

apggata keluarganya diatur pade Surat Keputusan Direksi FT. PLN (Persero)

Nomar  105.K78L0/DIRAY9T, sedengkan  pemeliharaan  kesehalan  yang "
diberikan kepads pensiuman dan anggota kelvarganya diatur pada Swrat
Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 144 TKS 78107 DIRS 1997,
Biava pelavanan kesshatan wvang di tangoung oleh  perseroan  antara
lairzpemeriksaan den pengobatan oleh dokter. Biayva pelayanan keschatzn

vang tidak ditanggung oleh pihak perseroan antara lain; Biava perawatan

wajzh untuk kecantikan dan bedah plasiik veng bukan sebagai akibat
Lecelakaan kerja, mavpun pemelihsmaan keschatan wvang tdak termasok

standar prosedur perawatan bak,

fh
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